BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dengan
demikian terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan

hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

5.1.1. Apa urgensi dari penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi yang
menyangkut kerugian keuangan negara dengan tindak pidana pencucian
uang?

Dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara,
tentunya pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut
menjadi sangat penting. Dengan digabungkannya penuntutan tindak pidana
korupsi dengan tindak pencucian uang dinilai dapat memberikan keuntungan
tersendiri dalam penanganan perkara korupsi yang juga bertujuan untuk
memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal. Adapun yang menjadi
keuntungan digabungkannya proses penuntutan tindak pidana korupsi dengan
tindak pidana pencucian uang, beberapa diantaranya yaitu pertama, untuk
mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengingat dalam
penelusuran hasil tindak pidana korupsi, UU TPPU menggunakan paradigma
follow the money dan digunakannya sistem pembuktian terbalik dalam
pembuktian tindak pidana pencucian uang dimana terdakwa wajib membuktikan
bahwa harta kekayaan yang diperolehnya bukan merupakan hasil dari tindak
pidana. Kedua, proses persidangan yang lebih efektif dan efisien karena
pemeriksaan kedua tindak pidana tersebut dilakukan secara bersamaan sehingga
tidak perlu menunggu putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsinya
terlebih dahulu untuk dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana
pencucian uang. Ketiga, mencegah penyebarluasan aset hasil tindak pidana

korupsi mengingat UU TPPU tidak hanya menjerat pelaku yang secara aktif

83



melakukan tindak pidana korupsi namun dapat menjerat juga orang yang
menerima harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Keempat,
ancaman hukuman yang dijatuhkan dapat lebih maksimal.

5.1.2. Apa saja yang menjadi problema yuridis dalam membuktikan unsur
tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak
pidana korupsi?

Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana pencucian uang perlu
terbukti terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang dalam hal ini adalah tindak
pidana korupsi. Adapun hal tersebut mengingat salah satu unsur dari Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yaitu “...Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1)...”. Dengan demikian, antara tindak pidana pencucian
uang dan tindak pidana asalnya harus dibuktikan karena terjadinya tindak pidana
pencucian uang sangat bergantung pada terjadinya tindak pidana asal meskipun
keduanya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Lebih lanjut, masih
terdapat permasalahan dalam menafsirkan Pasal 69 UU TPPU dimana pasal ini
ditafsirkan bahwa dalam tindak pencucian uang tindak pidana asalnya tidak perlu
dibuktikan terlebih dahulu. Mengacu pada pendapat R. Wiyono yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam
Pasal 69 UU TPPU adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian,
dalam tindak pidana pencucian uang tindak pidana asal tetap wajib dibuktikan.
Berdasarkan hal tersebut, untuk menuntut tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana korupsi, penuntut umum perlu menyusun surat dakwaan dalam
bentuk kumulatif dimana dakwaan kesatu mendakwakan UU Tipikor dan

dakwaan kedua mendakwakan tindak pidana pencucian uang.
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5.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebelumnya, maka terhadap kedua rumusan

masalah, penulis memiliki saran atas permasalahan tersebut sebagai berikut:

1.

Sehubungan dengan adanya beberapa keuntungan dalam menggabungkan
penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,
penuntut umum hendaknya menggabungkan proses penuntutan kedua perkara
tersebut dalam satu berkas dakwaan demi mengoptimalkan pengembalian
keuangan negara dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak
pidana pencucian uang Yyang lebih praktis dan efisien. Dengan
digabungkannya penuntutan kedua tindak pidana tersebut juga akan

memudahkan proses pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang.

Dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yang digabungkan dengan
tindak pidana pencucian uang, untuk memudahkan proses pembuktian unsur
tindak pidana pencucian uang, penuntut umum perlu menyusun surat dakwaan
dengan mengkumulatifkan kedua tindak pidana tersebut. Adapun susunan
dakwaannya, yaitu pasal tindak pidana korupsi sebagai dakwaan yang pertama
dan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai dakwaan yang kedua. Dengan
demikian, apabila tindak pidana korupsi telah terbukti, akan memudahkan
dalam pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, terkait
dengan Pasal 69 UU TPPU yang seringkali ditafsirkan bahwa tindak pidana
asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, perlu dirumuskan kembali dalam
Penjelasan Pasal 69 UU TPPU mengenai maksud dari pasal tersebut, yaitu
bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam
Pasal 69 UU TPPU adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian,
tidak ada keraguan lagi bagi penuntut umum untuk menggabungkan

penuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.
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